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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti 

dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Bahwa eksistensi pelaksanaan hak mut’ah istri pasca perceraian di 

Pengadilan Agama Gorontalo dimana hakim sering memerintahkan 

kepada pihak suami agar melakukan pemberian nafkah mantan istri 

sebelum suami membacakan ikrar talak karena banyaknya perkara yang 

masuk di Pengadilan Agama Gorontalo dan sebagai bentuk kebijakan 

hakim untuk melindungi hak-hak mantan istri. Pemberian tersebut tidak 

mempunyai dasar hukum hanya saja pemberian tersebut dilakukan karena 

merasa kasihan kepada pihak termohon yang pada umumnya dirugikan 

oleh pihak pemohon. 

2. Bahwa factor faktor yang menghambat pelaksanaan hak mut’ah istri pasca 

perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo diantaranya dipengaruhi oleh 

adanya faktor ekonomi, faktor menikah lagi, adanya faktor psikologis dan 

faktor mantan isteri mampu untuk biayai nafkah terhadap anak-anak hasil 

perkawinan mereka sebelumnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Bagi Pasangan Suami Isteri  

a. Bagi pasangan suami isteri hendaklah menjaga hubungan baik dan 

sebisa mungkin menghindari adanya perceraian karena perceraian 

tidak hanya berpengaruh bagi kedua pihak tetapi juga anak-anak 

mereka.  

b. Meskipun telah terjadi perceraian hendaklah mengetahui tanggung 

jawab dari masing-masing pihak terkait dengan nafkah anak.  

c. Masyarakat harus lebih mengetahui perkembangan hukum di 

Indonesia. 

2. Bagi Pengadilan Agama Gorontalo  

a. Pengadilan hendaknya memberikan pengarahan pasca sidang 

diputuskan agar hak-hak semua pihak dapat terlindungi. Karena tidak 

semua masyarakat tau prosedur apabila mantan suami tidak 

memberikan nafkah untuk anaknya.  

b. Bahwa apabila ternyata dalam proses persidangan talak, baiya nafkah 

anak tidak dimintakan oleh mantan isteri, maka Hakim Pengadilan 

Agama Gorontalo seyogyanya memberikan saran dan pengarahan 

kepada mantan isteri tersebut agar menuntut hak nafkah. Bahkan jika 

perlu Pengadilan Agama Gorontalo ke masa depan harus memutus 
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mengenai biaya nafkah meskipun tidak dimintakan dalam proses 

persidangan.  
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